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ABSTRAK

Sejarah telah mencatat bahwa diantara persoal an persoalan yang diperselisihkan pada hari
hari pertama sesudah wafatnya rasulullah SAW adalah masalah kekuasaan politik atau jabatan
kepala negeri atau juga disebut dengan persoalan imamah. Siapa yang berhak menjadi kepala
Negara sebagai pengganti nabi dan bagaimana cara pengangkatannya, ha itulah yang
menimbulkan perbedaan faham dibidang politik dalam islam. Meskipun persoaan imamah
tersebut berhasil di selesaikan dengan diangkatnya abu bakar sebagal khaifah. Namun dalam
waktu tidak lebih dari tiga decade masalah serupa muncul kembali dalam lingkungan umat islam,
yaitu peristiwa ta'lim antara khalifah ali bin abi thalib dan muawiyah bin abi sufyan yang
berakhir dengan terbunuhnya ali dan bertahtanya mu awiyah sebagai khalifah dan pendiri
kergjaan bani ummayat.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam pendlitian ini adalah Bagaimana prinsip
prinsip politik yang sesuai dengan gjaran a Qur’an?

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah a). Penelitian
kepustakaan (Bibliographic Research) b). Data yang dihimpun meliputi ayat ayat a qur’an yang
relevan dengan tema, data pelengkap (Skunder) yang mengandung keterangan yang diperlukan
untuk menginterprestas data pokok c). Sumber data yang dihimpun dalam studi ini secara global
meliputi kitab kitab tafsir diantaranya al qur’an dan terjamahnya, Al Maraghi, Al Azhar d).
Anadisa data yang diperoleh berkenaan dengan konsepsi kekuasaan politik di deskripsikan
kemudian dianalisa latar belakangnya.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah Bahwa kebutuhan manusia terhadap kekuasaan dan
pemerintahan, namun Kitab suci ini tidak memaparkan secara rinci bagaimana keputusan
konstitusional kekuasaan dan pemerintahan dalam islam. Jadi, tidak terdapat dasar pijak
bagaimana keputusan konstitusional baku yang dijadikan landasan teori kekuasaan politik/
pemerintahan/ khilafah. Namun a Qur’an mengisyaratkan secara rinci prinsip prinsip dan cara
cara yang di jadikan pegangan untuk menjalankan kekuasaan public. Adapun prinsip prinsip
politik yang dimaksud adalah perintah menunaikan amanat, perintah menetapkan hukum dengan
adil, perintah ketaatan, perintah kembali kepada al Qur’an dan hadits, tentang agama.
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